SALINAN
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BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2
TENTANG BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

a.

BUPATI BADUNG,

bahwa dengan semakin besarnya jumlah dana yang
dikelola oleh Desa sehingga menambah beban dan
tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa
dalam menjalankan fungsi pengawasan Kkinerja
Perbekel dalam menjalankan fungsi pengawasan
kinerja Perbekel dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

bahwa penambahan beban kerja, tanggung jawab
dan risiko kerja Badan Permusyawaratan Desa
dalam melakukan perencanaan penganggaran
kegiatan, dan pengawasan, perlu didukung dengan
peningkatan kesejahteraan untuk meningkatkan
kinerja dan integritas Badan Permusyawaratan
Desa;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017
tentang Besaran Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa, sudah tidak sesuai dengan
kondisi dan perkembangan hukum saat ini,
sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun
2017 tentang Besaran Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daecrah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1655);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856};

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6871);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);




Menetapkan:
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9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2017

tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017
Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG BESARAN TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor

17 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Badan

Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Badung Tahun 2017 Nomor 17) diubah sebagai

berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah dan
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4),
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf a merupakan tunjangan kedudukan.

(2) Tunjangan kedudukan Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan
kedudukan anggota dalam kelembagaan
Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Besaran tunjangan kedudukan Badan

Permusyawaratan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai
berikut:

a. Ketua paling banyak RpS5.250.000,00 (lima
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per
bulan;
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b. Wakil Ketua paling banyak Rp4.800.000,00
(empat juta delapan ratus ribu rupiah) per
bulan;

c. Sekretaris paling banyak Rp4.650.000,00
(empat juta enam ratus lima puluh ribu
rupiah) per bulan; dan

d. Anggota paling banyak Rp4.500.000,00
(empat juta lima ratus ribu rupiah) per

bulan.
(4) Besaran tunjangan kedudukan Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Perbekel.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 6

Pemberian tunjangan kedudukan Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) mulai dibayarkan pada
perubahan APB Desa tahun anggaran 2023 dan
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati
ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Badung.

Ditetapkan di Mangupura
paad. :t. ‘!’ 22 AgU.StU.S 2023

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PATEN BADUNG,

'L WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023
NOMOR 30.




Salinan sesuai dengan aslinya

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Kepala Bagian Hukum

Setda. Kabupaten Badung,

Anfk Asung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008




